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Abstract: This study  discusses  the  implementation of the  determination of Integrated  Marriage  of The  formulation of this 
research  are:  Firstly, how  is the society’s response to the enactment of Government Regulation  No. 19 of 2015  on Non-Tax 
State  Revenue in the  Ministry of Religious Affairs? Second, what  factors cause  the  community to carry out  marriage  in the 
Central  Marriage on KUA Kecamatan Ratu Agung?The  type of this research  is descriptive  research  with sociological juridical 
approach. Data collection using interview technique, observation, documentation. This study concludes  that: Firstly, the public 
welcomes  a positive response to the enactment of Government Regulation  No. 19 of 2015.  The regulation  is considered as the 
government’s new breakthrough to discipline the marriage  cost so as to minimize illegal levies. In addition, people  with limited 
economic ability who want to get married  is greatly helped  by the existence  of this provision.  If previously the cost of marriage 
is felt by them is quite high, with this provision they can perform the marriage  for free with the condition must be implemented 
in the Office of Religious Affairs and  at work hours.  Of course  this gets a positive response from the community, because it is 
very helpful especially for the middle to lower society. Secondly,  the factors that cause  the community to carry out marriage  in 
the marriage  hall at the Office of Religious Affairs of Ratu Agung District are economic factors and  work permits.  In general, 
informants  stated  that getting married  in the Office of Religious Affairs without  cost so as to ease  the financial burden. In ad- 
dition,  the informant  was married  in the Office of Religious Affairs of Ratu Agung Sub-district  due  to the reason  of the work 
permit which was not long. 
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Abstrak: Rumusan penelitian  ini adalah : 1) Bagaimana respon  masyarakat terhadap berlakunya PP Nomor  19 Tahun  2015 
Tentang  Penerimaan Negara  Bukan Pajak di Lingkungan  Kementerian Agama ? 2) Faktor apa yang menyebabkan masyarakat 
melaksanakan pernikahan di Balai Nikah pada KUA Kecamatan Ratu Agung ? Jenis penelitian  ini adalah penelitian  deskriptif 
dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi,  dokumentasi. Penelitian 
ini menyimpulkan bahwa  : Pertama, masyarakat memberikan respon  positif atas diberlakukannya PP Nomor  19 Tahun  2015. 
Peraturan ini dianggap sebagai  terobosan baru pemerintah untuk menertibkan biaya nikah sehingga dapat meminimalisir pun- 
gutan liar. Selain itu masyarakat yang berkemampuan ekonomi  terbatas  yang hendak menikah sangat terbantu dengan adanya 
ketentuan ini. Jika sebelumnya biaya nikah dirasa oleh mereka  cukup tinggi, dengan ketentuan ini mereka  bisa melaksanakan 
pernikahan secara  gratis dengan syarat  harus  dilaksanakan di Kantor Urusan  Agama  dan  pada jam kerja. Tentu  saja hal ini 
mendapat respon  positif dari masyarakat, karena  sangat  membantu terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Kedua, 
faktor Yang Menyebabkan Masyarakat  Melaksanakan Pernikahan di Balai Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu 
Agung adalah faktor ekonomi  dan  izin pekerjaan. Pada  umumnya informan  menyatakan bahwa  menikah di Kantor Urusan 
Agama  tanpa biaya  sehingga  dapat meringankan beban keuangan. Selain  itu, informan  menikah di Kantor  Urusan  Agama 
Kecamatan Ratu Agung karena  alasan  izin pekerjaan yang tidak panjang. 






Dalam  syariat Islam tindak  pidana perzinahan ter- 
golong kepada tindak pidana (jarimah) hudud. Tindak 
pidana hudud adalah kejahatan yang paling serius dan 
berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan 
terhadap kepentingan publik.  Tetapi  ini tidak  berarti 
bahwa  tindak pidana hudud tidak mempengaruhi ke- 
pentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali 
berkaitan  dengan apa yang disebut  hak Allah. 
Dengan  demikian,  tindak  pidana dalam  kategori 
ini dapat didefenisikan sebagai  : tindak  pidana yang 
diancam  dengan  hukuman  hadd   (yaitu   hukuman 
yang   telah   ditentukan  kadarnya  sebagai   hak   Al- 
lah  ).  Dalam  hal  pelaku  tindak  pidana  perzinahan 
menurut persfektif  hukum  Islam  dibagi  kepada dua 
macam   yaitu  muhshan pelakunya telah  melakukan 
pernikahan yang sah menurut syariat Islam dan masih 
melakukan tindak pidana zina dan yang kedua  ghairu 
mukhshan pelakunya adalah orang  yang belum men- 
jalani  pernikahan secara  sah  (masih  gadis  dan  atau 
perjaka).  Bagi pelaku  mukhshan maka  hukumannya 
adalah rajam  sedangkan bagi  ghairu  mushshan hu- 
kumannya adalah dera  100  kali. Tindak  pidana zina 
yang  pelakunya mukhshan, penulis  merasa  kesulitan 
untuk mendapatkan informasi dan datanya yang 
disebabkan oleh  informannya sulit untuk  diajak  ker- 
jasama  dan hal inipun tidak terkover oleh instansi pe- 
merintahan seperti  instansi  pedesaan, KUA ataupun 
Kemenag. 








pidana  perzinahan diatur   dalam   KUHP  Pasal  284 
yang berbunyi 
Diancam  dengan pidana penjara paling lama sem- 
bilan bulan : 
Seorang  pria telah nikah yang melakukan zina, pa- 
dahal telah diketahui  bahwa  pasal 27 KUHP berlaku 
baginya; 
Seorang wanita  telah nikah  yang melakukan zina. 
Pelaku  tindak  pidana perzinahan yang  terdapat da- 
lam KUHP hanyalah bagi pelaku  yang sudah  pernah 
malakukan pernikahan  secara  sah  dan  bagi  pelaku 
yang  ghairu  mukhshan tidak digolongkan  dalam  tin- 
dak pidana perzinahan. 
Sehubungan dengan itu  Didalam   sistem  hukum 
adat   sekalipun,   segala  tindakan yang  bertentangan 
dengan peraturan adat   merupakan  tindakan  ilegal; 
hukum  adat  mengenal pula  upaya-upaya untuk  me- 
mulihkan   hukum  jika hukum  itu  diperkosa  (dilang- 
gar).   Hukum   adat   tidak   mengadakan  pemisahan 
antara pelanggaran hukum  yang  mewajibkan tuntu- 
tan  untuk  memperbaiki kembali  hukum  didalam  ru- 
ang lingkup pidana dengan pelanggaran hukum  yang 
hanya  dapat dituntut  didalam  ruang  lingkup perdata. 
Berhubungan dengan hal itu, didalam  sistem hukum 
adat  sendiri tidak ada perbedaan acara  dalam  hal pe- 
nuntutan dalam  ruang  lingkup  pidana maupun per- 
data.  Dan biasanya apabila  terjadi suatu pelanggaran 
maka  mengambil tindakan kongkrit untuk membetul- 
kan hukum  yang dilanggar  itu. Dimana  yang menjadi 
petugas  hukum  disini biasanya adalah kepala  adat. 
Didalam peradilan adat,  para hakim adat biasanya 
memberlakukan hukum  adat  itu secara  materil  mau- 
pun formal. Mereka tidak terikat pada  suatu peraturan 
perundang-undangan dalam  melaksanakan peradilan 
tersebut.  Dimana  cara  pelaksanaannya adalah den- 
gan  cara  musyawarah dan  mufakat  atas  dasar  keke- 
luargaan dan kerukunan kekerabatan atau kerukunan 
ketetanggaan. Persidangan biasanya dilakukan  bukan 
untuk mewujudkan suatu keputusan melainkan untuk 
mencari  jalan  penyelesaian sepakat,  seia-sekata kar- 
ena saling pengertian. Apabila para pihak dapat men- 
erima  penyelesaian yang  disetujui  bersama maka  itu 
pulalah  yang menjadi  putusannya. 
Tidak seperti halnya didalam  penjatuhan hukuman 
menurut KUHP, hakim adat hanya  dapat menetapkan 
hukuman adat  yang sederhana saja, misalnya bersifat 
reaksi  adat  terhadap pelanggaran yang  telah  terjadi, 
berupa peringatan, teguran,  pemberian ampun atau 
maaf, kewajiban menyelenggarakan upacara sedekah, 
selamatan, membersihkan kerabat  atau  bersih  desa 
atau  yang  lebih  berat  adalah hukuman buang,   dis- 
ingkirkan  atau  diusir dari  kampung halaman. Tetapi 
dengan penjatuhan hukuman seperti  ini tidak mem- 
berikan efek jera sama  sekali terhadap pelaku. 
Pada  saat ini Kecamatan Seluma  Utara Kabupaten 
Seluma  mengalami tranformasi  moral  yang  melanda 
para  kaula  mudanya. Perkembangan teknologi  dan 
informasi   yang   begitu   cepat   memberikan dampak 
negatif ditengah-tengah kehidupan masyarakat di 
Kecamatan Seluma   Utara.  Hal  ini  ditandai   dengan 
moral  pemudanya yang  semakin  menurun dan  jauh 
dari apa yang diajarkan  dalam  agama. 
Selanjutnya pemuda pemudi  Kecamatan Seluma 
Utara Kabupaten Seluma  pada  saat ini sehingga  ban- 
yak yang terjerumus  kepada tindakan-tindakan amor- 
al seperti perzinahan, perkelahian, tidak saling meng- 
hormati  dan  menghargai satu  sama  lain, pencurian, 
serta perjudian terjadi begitu saja tanpa  ada  tindakan 
yang bersifat menghukum dari masyarakat itu sendiri. 
Berdasarkan pengamatan dan  survey penulis tercatat 
4 kasus tindak pidana perzinahan dalam  kurun waktu 
2 tahun  yang  terjadi  di kawasan Kecamatan Seluma 
Utara.  Dari empat  kasus  tindak  pidana pezinahan 1 
diantaranya diarak  keliling kampung dan  melakukan 
ritual  cuci kampung, tiga  pelaku  lainnya  yang  tidak 
tertangkap tangan  melakukan zina adalah bujang dan 
gadis maka akan dinikahkan. 
Dalam peraturan adat yang hidup ditengah-tengah 
masyarakat Kecamatan Seluma  Utara Kabupaten Se- 
luma sanksi atau  hukuman bagi pelaku tindak pidana 
perzinahan selalu mengalami perubahan, yang  pada 
mulanya dahulu  sanksinya  adalah dibotakkan dan  di 
arak keliling kampung, perkembangan selanjutnya 
berubah menjadi  pengusiran dari kampung dan  tidak 
dibenarkan untuk menetap di kampung tersebut, selan- 
jutnnya berobah lagi sangsinya  yaitu di denda sebesar 
Rp 5.000.000 dan denda adat  sebesar  500.000. serta 
menyembelih 1 ekor  kambing  dan  melakukan  ritual 
cuci kampung.  Perkembangan demi  perkembangan 
berdasarkan perubahan zaman  dan  waktu  memberi- 
kan dampak negatif kepada aplikasi pemberian sanksi 
bagi pelaku  tindak pidana zina, ditambah lagi bahwa 
hukum  adat merupakan hukum  yang hidup ditengah- 
tengah  masyarakat adat  itu sendiri tanpa  adanya 
pengumpulan peraturan perundang-undangan dalam 
bentuk  tertulis,  hingga  akhirnya  pada  saat  ini pem- 
berlakuan sanksi tersebut  tidak lagi dipraktekkan oleh 
masyarakat adat  di Kecamatan Seluma  Utara  Kabu- 
paten  Seluma. 
Ketiga  peraturan  tersebut   sangat   jelas  diketahui 
oleh  masyarakat  kecamatan  Seluma   Utara   namun 
dalam  aplikasinya  baik aparat hukum  maupun aparat 
desa dalam hal tindak pidana perzinahan, sama sekali 
tidak merujuk pada  ketiga hukum  yang berlaku  terse- 
but  hanya  saja  bagi  mereka  dipaksa  untuk  menikah 
dan  itu pun  dibicarakan secara  kekeluargaan tanpa 
ada  campur  tangan  aparatur desa  dan  penegak hu- 
kum baik convensional, Islam dan  adat,  sehingga  da- 
lam hal ini penegakan hukum  tidak menjadi  tujuan. 
Hasil    observasi     awal    bahwa     Ketua    Badan




Musyawarah Adat  (BMA) Kecamatan Seluma  Utara 
Kabupaten Seluma,  Anuar M mengatakan, adat  Cuci 
Kampung  merupakan kekayaan spiritual  yang  harus 
dipertahankan dan dikembangkan serta dijaga ke- 
lestariannya.   Dia juga mengatakan, tujuan nenek 
moyang   terdahulu menciptakan adat   istiadat  untuk 
mencipatakan kedamaian, ketenteraman, keamanan 
dan  kenyamanan., apabila   terjadi  perselisihan, per- 
masalahan  atau   pelanggaran  diselesaikan    dengan 
cara musyawarah untuk mencapai mufakat. 
 
Rumusan Masalah 
1.  Bagaimana ketentuan sanksi adat  bagi pelaku zina 
di kecamatan Seluma  Utara ? 
2.  Bagaimana tinjauan  hukum  Islam terhadap Sanksi 
Adat pelaku zina di Kecamatan Seluma  Utara ? 
 
Tujuan Penelitian 
Tujuan  penelitian  ini adalah untuk menjelaskan : 
1.   Untuk  mendapatkan gambaran yang  jelas keten- 
tuan  sanksi adat  tindak pidana zina di Kecamatan 
Seluma  Utara Kabupaten Seluma. 
2.   Untuk  mengetahui penetapan sanksi  bagi  pelaku 
perzinahan di Kecamatan Seluma  Utara Kabupat- 
en Seluma. 
3.   Untuk  mengetahui bagaimana perspektif  hukum 
Islam  terhadap penerapan  sanksi  tindak  pidana 




Jenis  penelitian  ini menggunakan jenis penelitian 
lapangan dengan memakai metode deskriptif kulitatif, 
yaitu suatu  proses  penelitian  yang menghasilkan data 
deskriptif baik berupa tulisan atau  ungkapan yang 
diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah peneli- 
tian.1  metode kualitatif adalah suatu  proses  penelitian 
dan  pemahaman yang berdasarkan pada  metodelogi 
yang menyelidiki  suatu  fenomena sosial dan  masalah 
manusia, pada  pendekatan ini, laporan  menggunakan 
prosedur secara  terinci dari kata-kata  tertulis maupun 
lisan dari pandangan responden, dan melakukan studi 
pada  situasi yang dialami.2 
 
Landasan Teori 
1. Pengertian Adat 
Adat merupakan suatu peraturan, kebiasaan- 
kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu 
masyarakat atau  daerah yang dianggap memiliki nilai 
dan  dijunjung  serta dipatuhi  masyarakat atau  daerah. 




1Komaruddin. Ensiklopedi. (Jakarta  :Bumi Aksara,1994),  h. 55 
2Iskandar.  Metodelogi  Penelitian  Kualitatif. (Jakarta  : Gaung  Persada 
Prees, 2009), h 11 
manusia tersebut  menjadi  aturan-aturan hukum  yang 
mengikat  yang disebut  hukum  adat. 
Adat  telah  melembaga  dalam   kehidupan 
masyarakat, baik  berupa tradisi,  adat   upacara dan 
lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga 
masyarakat dengan perasaan senang atau bangga, dan 
peranan tokoh  adat  yang  menjadi  tokoh  masyarakat 
menjadi  cukup penting.  Adat merupakan norma  yang 
tidak  tertulis namun sangat  kuat  mengikat  sehingga 
anggota-anggota masyarakat yang  melanggar   adat- 
istiadat akan menderita, karena  sanksi keras yang 
kadang-kadang sacara tidak langsung dikenakan. Mis- 
alnya pada  masyarakat yang melarang  terjadinya  per- 
ceraian,  maka  tidak hanya  yang bersangkuatan yang 
mendapatkan sanksi atau menjadi  tercemar, tetapi se- 
luruh keluarga  atau  bahkan masyarakatnya. 
Adat bagi suatu bangsa  merupakan ruh yang 
menggerakkan bangsa  atau  suku tersebut  untuk men- 
jaga eksitensi dan jati dirinya. Adat bukan  saja bagian 
dari benda-benda peninggalan sejarah  dan  tata  cara 
prilaku  hidup  masyarakat setempat, tapi  juga  meru- 
pakan  bagian  dari pranata sosial yang berfungsi seba- 
gai suatu  lembaga yang  mampu menyelesaikan ber- 
macam   persoalan yang  muncul  dalam  masyarakat. 
Dalam khazanah kebudayaan tanah  serawai,  adat 
sebagai  institusi, walaupun wujudnya sekarang  belum 
mengambil bentuknya seperti  lembaga-lembaga/ in- 
stitusi-institusi pemerintahan, tetap  telah  memainkan 
peran  pentingnya dalam  mengatur pola hidup bangsa 
ini. 
 
2.  Pengertian tentang masyarakat adat 
Menurut  konvensi  International Labour  Organiza- 
tion (ILO 1989)  masyarakat adat  adalah masyarakat 
yang berdiam  di negara-negara merdeka di mana 
kondisi   sosial,   kultural,   dan   ekonominya  membe- 
dakan   mereka   dari  bagian-bagian  masyarakat  lain 
di negara  tersebut  dan  statusnya  diatur  baik  seluruh 
maupun sebagian oleh  masyarakat adat  dan  tradisi 
masyarakat tersebut  atau  dengan payung  hukum  dan 
atau  pengaturan khusus. 
Sementara itu, dalam dokumen Aliansi Masyarakat 
Adat  Nusantara disebutkan bahwa  masyarakat adat 
adalah komunitas  yang memiliki asal-usul  leluhur se- 
cara  turun-temurun yang  hidup  di wilayah  geografis 
tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, 
politik, budaya dan  sosial yang  khas.  Selain  itu juga 
peraturan Menteri  Agraria/Kepala  BPN  No.5(1999), 
menyebutkan bahwa  masyarakat adat  adalah  sekel- 
ompok  orang  yang  terikat oleh tatanan hukum  adat- 
nya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum 
karena  kesamaan tempat  tinggal maupun atas  dasar 
keturunan. 
Dalam  hasil  penelitiannya tentang   Sistem  Sosial 
Budaya Kampung  Kuta, Kusmayadi  et al. mengung-
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kapkan  bahwa  masyarakat adat dari sejak munculnya 
republik ini bahkan sampai  sekarang, masih diwarnai 
ketidak  adilan  dan  dipandang “sebelah mata”   dari 
berbagai lini kehidupan. Namun  saat  ini, berangkat 
dari pengalaman penderitaan masyarakat adat,  telah 
menimbulkan kesadaran baru bahwa  kebijakan  pem- 
bangunan dan  hukum  yang  diproduksi  oleh  negara 
selama  lebih dari 30 tahun  harus  diperbaiki.  Sedikit- 
nya  ada  dua  sumber  ketidak  adilan  hukum  dan  ke- 
bijakan   pembangunan  terhadap  masyarakat adat. 
Pertama,  kebijakan-kebijakan pembangunan  dan 
produk  hukum  yang  mengawalnya sudah  bias  den- 
gan  semangat penyeragaman,  bias  formalitas,  dan 
bias hukum  positif yang secara  kultural tidak berakar 
pada  prinsip-prinsip  hukum  sebagaimana yang dike- 
nal dalam  beragam sistem sosial-budaya masyarakat 
adat  yang tersebar  di seluruh pelosok nusantara. 
Kedua, berbagai produk hukum yang mengatur atau 
berhubungan dengan hak-hak  masyarakat adat  dibuat 
saling kontradiktif satu sama  lain atau  dibuat  mengam- 
bang (tidak jelas), sehingga  tidak memungkinkan adan- 
ya kepastian hukum  yang bisa memberikan pengakuan 
dan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat. 
1)  Pengertian Lembaga Adat 
Istilah  lembaga adat  merupakan dua  rangkaian 
kata yang terdiri dari kata “lembaga” dan  “adat”. 
Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut Institu- 
tion yang bermakna pendirian, lembaga, adat dan 
kebiasaan. Dari pengertian literal ini, lembaga da- 
pat diartikan  sebagai  sebuah istilah yang menun- 
jukkan kepada pola prilaku manusia yang mapan 
terdiri dari  interaksi  sosial yang  memiliki struktur 
dalam  suatu  kerangka  nilai yang relevan.  Struktur 
adalah tumpukan logis lapisan-lapisan yang  ada 
pada  sistem hukum  yang bersangkutan.3 
Menurut ilmu-ilmu budaya, lembaga adalah suatu 
bentuk  organisasi  yang  tersusun  relatif tetap  atas 
pola-pola kelakuan, peranan-peranan,  dan  relasi- 
relasi yang  terarah dan  mengikat  individu,  mem- 
punyai otoritas formal dan sanksi hukum guna 
tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.4 
2)  Lembaga Adat Dalam Lintasan  Sejarah 
Kita  misalkan   saja   pada   satu   contoh   dimana 
mengkaji tentang  Asal Usul Masyarakat  Aceh dia- 
mana  adat  istiadat suatu  komunitas  dapat diketa- 
hui secara lebih detil dengan terlebih dahulu  dikaji 
asal usul masyarakat tersebut,  apakah masyarakat 
tersebut  suatu kelompok yang homogen dan telah 
sangat lama menetap di pemukiman tersebut  atau 
heterogen yang merupakan kumpulan pendatang 
lalu mendiami suatu daerah. 
 
 
3Mohammad Daud Ali, HukumIslam (Jakarta  : Raja Grafindo Persada, 
2004), hal. 216 
4Hendropuspita,  Sosiologi  Agama,   (Yogyakarta   :  Kanisius,  1994), 
hal.114 
Untuk   masyarakat   Aceh   dimana  dalam    peta 
wilayah  ini didapati  beberapa kelompok  masyarakat 
yang  memiliki  khazanah budaya  dan   adat   istiadat 
yang  beragam dan  kadang  cenderung berbeda atau 
ada  pula  yang  agak  mirip.  Dalam  masyarakat  Aceh 
yang barangkali  orang  menganggap sebagai  satu ke- 
satuan  suku  namun hakikatnya memiliki komunitas 
yang  majemuk, ditemukan keragaman  adat-istiadat 
dan tradisi yang diwarisi, sebagiannya ada yang 
memiliki   kesamaan  dan   kemiripan,  namun   tidak 
sedikit pula yang berbeda. 
 
3. Cuci  Kampung 
Salah satu hukum adat yang sedang  marak saat ini 
yaitu acara  cuci kampung, seperti yang kita tahu,  cuci 
kampung merupakan salah satu hukum  adat  jika ada 
warga  di suatu  desa  tersebut  melakukan suatu  perzi- 
naan. Biasanya  orang  yang melanggar  adat  ini harus 
meyerahkan 1 ekor kambing  maupun syarat lainnya, 
sebagai   prasyarat  untuk   menghilangkan perbuatan 
asusila tersebut  serta diyakini bahwa  jika sudah  dilak- 
sanakan upacara tersebut  maka wabah  penyakit tidak 
akan menyerang masyarakat desa tersebut. 
Memang,  tradisi  cuci  kampung ini dinilai  sangat 
baik untuk menjaga ketentraman di sebuah kampung, 
atau  pun  penangkal dari prilaku perzinahan yang di- 
mana  saat sekarang  cukup  memprihatinkan. Namun, 
tak selamanya apa yang baik atau dinilai baik itu pada 
pelaksanaanya semuanya baik.  Banyak  juga  cerita 
menyimpang dan  lucu, bahkan meninggalkan kesan 
buruk pada  pelaksanaan cuci kampung ini. 
Cuci  kampung  merupakan  upacara  ritual  tolak 
balak yang bertujuan agar semua  warga kampung 
terhindar dari bencana. Dalam kehidupan sehari-hari 
upacara cuci kampung sering  ditemukan ketika  ada 
salah  seorang  warga  kedapatan berbuat aib  berupa 
perzinahan di suatu  kampung. Cuci kampung meru- 
pakan  acara  ritual tolak   balak  yang  bertujuan agar 
semua  warga kampung terhindar dari bencana. 
Masalah  seperti  ini harus  mendapat kebijakan  te- 
gas dari pihak yang berwenang untuk menyelesaikan 
masalah ini. Kebijakan itu bisa seperti : 
1.  Mengadili orang  yang  berbuat salah.  Namun, da- 
lam mengadili  orang  tersebut  kita tidk boleh  main 
hakim sendiri. Kita harus bertindak  bijak, memper- 
hatikan  saksi dan bukti yang ada. 
2.  Memperingatkan  pada   orang-orang  sekitar  agar 
tidak melakukan perbuatan tersebut.  Bentuk  per- 
ingatan  ini bisa  dilakukan  dengan ancaman dan 
sanksi keras dan berujung  pada  urusan  hukum. 
3.  Melakukan  sosialisasi terhadap warga  sekitar  ten- 
tang  masalah cuci  kampung ini.  Sosialisi  dapat 
dilakukan   oleh  para  pemuka adat   setempat  ke- 
pada  orang  tua  dan  anak,  khususnya orang  tua 
yang memiliki anak yang masih remaja.  Orang tua
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beserta   masyarakat  setempat  harus   benar-benar 
memperhatikan. 
4.  Mengawasi  setiap warga pendatang dan memberi- 
kan  himbauan untuk  ikut menjaga kampung dari 
perbuatan perzinaan seperti itu 
Ritual Cuci Kampung  yang dilaksanakan oleh Se- 
bagian  daerah yang  ada  di Indonesia dimaksudkan 
untuk membersihkan kampung dari kotoran  atau  hal- 
hal yang bersifat merusak dan bersumber dari perilaku 
manusia yang berdiam  di dalamnya. Sementara bagi 
warga  Seluma  yang  berada di wilayah    Kecamatan 
Seluma Utara, Kabupaten Seluma,  Provinsi Bengkulu, 
ritual cuci kampung adalah sanksi adat  yang dijatuh- 
kan kepada pelaku zina (Mena Gawe). 
 
Pembahasan 
1.  Saksi Bagi Pelaku  Zina Dalam  Hukum  Adat Keca- 
matan  Seluma  utara 
Sanksi  bagi  pelaku  zina  yang  ada  di Kecamatan 
Seluma   Utara  bersumber dari  kitab  Simbur  Cahyo 
yang  pada   saat  ini telah  menjadi  kompilasi  hukum 
adat  kabupaten seluma.  Terkhusus  di daerah kabu- 
paten  seluma  perbuatan zina disebut  “Mena  Gawe’’ 
hal ini dijelaskan  dalam  kompilasi hukum  adat  Kabu- 
paten  Seluma  Pasal 45 : 
1.    Mena Gawe adalah perbuatan zina baik terhadap 
bukan muhrim maupun terhadap muhrimnya 
sendiri. 
2.    Yang  termasuk  kedalam perbuatan Mena  Gawe 
atau  berzina adalah : 
a.  Berzina    yang    dilakukan    bersama   bukan 
muhrim antara bujang dan gadis. 
b.  Berzina  yang  dilakukan  bersama muhrim  se- 
lain istrinya, termasuk  anak kandung, saudara 
laki-laki ( perempuan ) dari ibu/bapak, kepon- 
akan  kandung dan  ruang  lingkup  garis ketu- 
runan  sedarah. 
c.  Berzina besama sesame  jenis. 
d.  Berzina dengan istri atau  suami orang  lain. 
e.  Berzina  yang  dilakukan  oleh  keduanya yang 
sudah  beristri dan atau  bersuami. 
3.    Apabila  terjadi  mena   gawe  dengan  bukti-bukti 
yang kuat dan jelas serta saksi-saksi yang besedia 
disumpah, maka  pelaku  zina  harus  diadili  oleh 
lumbago  adat  dan rajo penghulu. 
4.    Dendo  adat  atas perbuatan mena  gawe adalah : 
a.    Bagi  bujang  gadis  adalah  dinikahkan, memba- 
suh dusun  dengan memotong kambing,  kenduri 
(sedekah), tengah  laman (dihalaman rumah)  nasi 
kunyit  sejambar, uang  sejumlah   Rp.  500.000,- 
(Lima Ratus  Ribu Rupiah)  kepada kas lumbago 
adat. 
b.    Bagi yang mena  gawe (berzina) bersama muhrim 
dapat dikenokan dendo adat  berupa ditundung 
keluagh   dusun   (diusir/diasingkan), membasuh 
dusun  dengan memotong kambing,  kenduri 
(sedekah) tengah  laman,  jambar nasi kunyit tutup 
palak  kambing,  uang  sejumlah  Rp.  1.000.000,- 
(Satu  Juta  Rupiah)  yang  dibayarkan kepada kas 
lumbago  adat. 
c. Bagi  yang  melakukan mena  gawe  sesama  jenis 
dapat dikenakan dendo adat  yaitu  permintaan 
maaf  terhadap dusun  ditempat melakukan per- 
buatan zina, jambar  nasi kunyit dan  uang  sejum- 
lah Rp. 100.000,- (Seratus  Ribu Rupiah)  diberi- 
kan kepada kas lumbago  adat. 
d.    Bagi  yang  melakukan mena  gawe  besama istri/ 
suami orang dapat dikenakan dendo adat berupa 
mbasua dusun  (cuci kampong) dan  atau  diusir/ 
diasingkan, memotong kambing,  nasi kunyit 
betutup  palak  kambing,  dendo kepada istri/sua- 
mi yang  berzina  uang  sejumlah  Rp. 5.000.000,- 
(Lima  Juta   Rupiah)   serta  uang   Sejumlah   Rp. 
500.000,- (Lima  Ratus  Ribu)  kepada kas  lum- 
bago adat. 
e.    Bagi yang  melakukan mena  gawe  keduanya su- 
dah   beristri/bersuami  dapat  dikenakan dendo 
adat  berupa mbasua dusun  (cuci kampung) dan 
atau     diusir/diasingkan,   memotong    kambing, 
nasi  kunyit  betutup   palak  kambing,   dendo  ke- 
pada  istri/suami yang berzina uang  sejumlah  Rp. 
5.000.000,- (Lima  Juta  Rupiah)  serta  uang  Se- 
jumlah  Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu) kepada 
kas lumbago  adat. 
f.     Dalam   hal  seseorang  membuka  tempat   mena 
gawe atau disebut tempat prostitusi, maka yang 
bersangkutan harus  diusir dari  wilayah  tana  se- 
rawai dan tempat  prostitusinya harus dibakar.  Ke- 
mudian diadili oleh Rajo penghulu selain itu dapat 
dikenakan dendo adat  sebesar  Rp. 25.000.000,- 
(Dua  Puluh  Lima Juta  Rupiah)  yang  digunakan 
untuk   kepentingan  pembangunan  desa/kelura- 
han melalui lumbago  adat  setempat.5 
Selanjutnya dalam  Islam Macam-macam zina dan 
al-quran  dan  hadis  telah  banyak  dipaparkan anatara 
lain akan dipaparkan sebagai  berikut: 
1.  Zina Muhsan  ialah perbuatan zina yang dilakukan 
oleh pria/wanita yang wajib menjaga kehormatan- 
nya.  Artinya, orang  yang  sudah  berkeluarga atau 
menikah. 
2.  Zina Ghoiru Muhsan maksudnya adalah perbuatan 
zina yang  dilakukan  oleh  pria/wanita yang  belum 
menikah. 
Ada  sebagian  ulama   mendefisikan macam-macam 




5Bagian hukum dan organisasi setda kabupaten seluma, Kompilasi hu- 
kum adat kabupaten seluma 2014 h.34-36 
6Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad, Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid 
II, (Semarang:  CV Asy Syifa’, 1992), h. 800-803.
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1)  Zina mukhson 
Zina mukhshon yaitu  zina yang  dilakukan  orang 
yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya 
yang dilakukan baik suami, isteri duda  atau janda. 
Hukuman  (had})   bagi  pelaku   zina  mukhshon, 
yaitu dirajam  atau  dilempari  batu sampai  ia mati. 
2)  Zina ghairu mukhshon 
Zina  ghairu  mukhson yaitu  zina  yang  dilakukan 
orang  yang  belum  pernah menikah. Had  (huku- 
man)   bagi  pelaku   zina  ghairu  Mukhson  di  jilid 
atau  di cambuk  sebanyak 100  kali dan  dibuang 
ke  daerah lain  selama   1  tahun.   Yang  memiliki 
hak  untuk  menerapkan hukuman tersebut  hanya 
khalifah (kepala  negara  Khilafah Islamiyyah)  atau 
orang-orang yang ditugasi olehnya  seperti qad}hi 
atau  hakim.  Qad  hi (hakim) memutuskan perkara 
pelanggaran hukum  dalam  mahkahmah pengadi- 
lan.  Dalam  memutuskan perkara   tersebut  qadhi 
itu harus merujuk dan mengacu kepada ketetapan 
syara’.  Yang  harus  dilakukan   pertama kali  oleh 
qad}hi  adalah melakukan pembuktian benarkah 
pelanggaran hukum  itu benar-  benar  telah terjadi. 
 
Adapun wanita hamil dan orang sakit, maka 
pelaksanaan hukum  atasnya   ditunda   hingga  wanita 
hamil  itu melahirkan dan  orang  yang  sakit  sembuh 
dari penyakitnya. Imam  Syafi’i Abu Abdullah  karena 
pada  prinsipnya  kesalahan hanya  dibebankan kepada 
orang  yang melakukannya. 
Soal hukuman (panishment) bagi para  pezina 
mushan dan  ghoiru  mushan banyak  perbedaan pan- 
dangan. Menurut Mazhab Dzahiri pelaku zina muhsan 
(pelaku  zina  yang  telah  kawin)  mendapat hukuman 
rangkap:   dera  dahulu  kemudian rajam  berdasarkan 
Hadis  Nabi: “Pelaku  zina yang  telah  kawin atau  per- 
nah kawin itu didera  100 kali dan dirajam”.7 
Berkaitan dengan hukuman bagi pezina itu, Imam Syafi’i 
juga berpendapat; hukuman rajam (stoning to death), yang 
berarti hukuman mati bagi pelaku zina muhsan sudah  se- 
harusnya dibebankan atas pelaku  zina apabila  perbuatan 
zina itu diketahui oleh empat orang saksi. Bagi Imam Syafi’i 
hukuman dera sangat pantas diberikan kepada pelaku zina 
muhsan karena  si pelaku zina seharusnya (wajib) menjaga 
loyalitas dan nama  baik keluarga,  dan lagi perbuatan zina 
itu mengandung bahaya-bahaya yang besar bagi keluarg- 
anya, masyarakat, dan negara.8 
Perbuatan keji: menurut Jumhur Mufassirin yang 
dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang 
menurut pendapat yang  lain ialah  segala  perbuatan 
mesum  seperti:  zina, homosek dan  yang  sejenisnya.9 
menurut pendapat muslim  dan  Mujtahi<d yang  di- 
maksud  dengan perbuatan keji ialah musahaqah (ho- 
mosek antara wanita dengan wanita). 
Hukuman dera (flogging) yang relatif ringan, 
menurut Imam Syafi’i, patut  diberikan  kepada pelaku 
zina  yang  belum  kawin  (ghairu  muhsan), karena   si 
pelaku   masih   hijau,   belum   berpengalaman,  maka 
dengan hukuman dera  itu diharapkan bisa memberi 
kesadaran padanya, sehingga  ia tidak mau  mengua- 
langai perbuatannya yang tercela.10 
Zina  adalah perbuatan yang  sangat   tercela  dan 
pelakunya dikenakan sanksi  yang  amat  berat,  baik 
itu hukum  dera  maupun rajam,  karena  alasan  yang 
dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. 
Kenapa  zina diancam dengan hukuman berat.  Hal ini 
disebabkan karena  perbuatan zina sangat  dicela oleh 
Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam 
(dilempari  batu  sampai  meninggal  dengan disaksikan 
orang banyak), jika ia muhsan. Jika ia ghairu muhsan, 
maka  dihukum  cambuk  100  kali. Adanya  perbedaan 
hukuman tersebut   karena   muhsan  seharusnya bisa 
lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela 
itu,  apalagi   kalau  masih   dalam   ikatan   perkawinan 
yang berarti menyakiti  dan  mencemarkan nama  baik 
keluarganya, sementara ghairu muhsan belum pernah 
menikah. Namun  keduanya tetap  sangat  dicela  oleh 
Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan.11 
Ancaman keras  bagi  pelaku  zina  tersebut  karena 
dalam  pandangan Islam zina, merupakan perbuatan 
tercela  yang  menurunkan derajat  dan  harkat  kema- 
nusiaan secara umum.  Apabila zina tidak diharamkan 
niscaya  martabat manusia akan  hilang  karena   tata 
aturan  perkawinan dalam  masyarakat akan  rusak. Di 
samping  itu pelaku  zina  berarti  mengingkari  nikmat 
Allah SWT tentang  kebolehan dan anjuran Allah SWT 
untuk menikah.12 
Selanjutnya tentang  pelaksanaan sanksi adat  cuci 
kampung bagi pelaku  zina ketua  MUI Kecamatan Se- 
luma Utara beliau mengatakan bahwa  : 
“Kita tidak bisa memungkiri  bahwa  dulu ketika za- 
man  kami masih muda-muda jarang  sekali terden- 
gar ada  orang  hamil di luar nikah  atau  istri orang 
selingkuh  dengan suami  orang  lain,  namun bela- 
kangan  ini setelah  zaman  begitu  maju  pergaulan 
anak-anak zaman sekarang justru semakin jauh dari 
nilai-nilai agama dan adat  istiadat, kasus pemerko- 
saan,   pencabulan  dan   banyak   gadis-gadis   yang 
hamil di luar nikah. Saya rasa tidak berlebihan jika 
pelaku  yang berbuat amoral  diberi hukuman yang
 
7Zuhdi, Masjfuq, Masail Fiqhiyah,  (.Jakarta:  PT. Toko Gunung  Agung, 
1997), h. 35-36 
8Zuhdi, Masjfuq, Masail Fiqhiyah,  (.Jakarta:  PT. Toko Gunung  Agung, 
1997), h. 35-36 
9Abu  Bakar  Jabir  Al-Jaza’iri, Minhajul  Muslim,  (Solo:  Insan  Kamil, 
2008), h. 38 
10Adib Bisri Musthofa dkk, Muwaththa’ Al-Imam Malik r.a,, (Semarang: 
CV Asy Syifa’, 1993), h. 558-559 
11Muhammad Yusuf Qardawi,  Halal Dan  Haram  Dalam  Islam, (Sura- 
baya: Pt Bina Ilmu, t.t) h. 46- 47. 
12Muhammad Yusuf Qardawi,  Halal Dan  Haram  Dalam  Islam, (Sura- 
baya: Pt Bina Ilmu, t.t) h. 46- 47.
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setimpal sehingga  orang yang mau melakukan per- 
buatan zina  berpikir  panjang apa  yang  akan  dia 
rasakan jika perbuatannya tersebut  diketahui  oleh 
orang,  walaupun dalam  hukum  islam sudah  jelas 
bagi  pelaku  zina yang  belum  pernah menikah  di 
cambuk  100  kali dan  bagi  pelaku  zina yang  per- 
nah  menikah  dirajam  sampai  mati, namun karena 
Negara  kita bukan  Negara  islam  maka  hukuman 
itu belum bisa diterapkan.”13 
 
Kekhawatiran terhadap prilaku anak-anak saat  ini 
yang cendrung bebas  tanpa  batas  diuangkapkan oleh 
pimpinan pondok  pesantren Ar Raudhah Tais beliau 
mengatakan bahwa  : 
“Saya  selaku pimpinan Pondok Pesantren merasa 
sangat  khawatir  dengan kondisi anak  muda  zaman 
sekarang  perilakunya banyak  sudah  kelewat  batas 
sangat jauh dari nilai-nilai ajaran agama, sangat 
berbeda jika  di  bandingkan dengan  anak  muda 
zaman  dahulu, remaja  kami  saja  yang  tinggal  di 
pondok  pesantren masih lumayan susah untuk 
mendidik   mereka   menjadi   anak  yang  soleh  dan 
solehah  apalagi  anak-anak yang tidak masuk  pon- 
dok  pesantren atau  yang  pemahaman agamanya 
rendah, untuk itu saya berpesan kepada orang  tua 
dan semua  elemen  masyarakat khusus yang ada di 
Seluma  supaya lebih memperhatikan dan  menga- 
wasi anak-anaknya sehingga  mereka  tidak melaku- 
kan  hal-hal  yang  melanggar   ajaran   agama atau 
norma-norma adat.”14 
 
Dukungan terhadap pelaksanaan sanksi adat  bagi 
pelaku zina disampaikan oleh  Imam Masjid bahwa: 
“Menurut  saya memang harus  di beri sanksi yang 
berat  agar  pelaku  zina memiliki efek jera dan  jadi 
pelajaran bagi yang lain sehingga  tidak lagi terjadi 
perzinaan, untuk  saat  ini yang kita lakukan  bersa- 
ma-sama  pengurus adat  sudah   berjalan   dengan 
baik namun para  pelaku  zina saat ini seperti tidak 
memiliki rasa malu, ketika mereka  melakukan cuci 
kampung nampak biasa  saja  bahkan sudah   ada 
yang  diarak  keliling kampung, namun tidak men- 
gakibatkan efek jera bagi pelaku lain.”15 
 
Pendapat lain yang mendukung pelaksanaan sank- 
si adat  disampaikan oleh   Ketua Lembaga adat  juga 
mengatakan bahwa  : 
”Saya  sangat  setuju  jika sanksi  adat  di  laksana- 




13Maulidi Rahman.  Ketua MUI Kecamatan  Seluma  Utara.(wawancara 
11September 2017) 
14Lolo  Hari  Abdulrahman. Pimpinan  Pondok  Pesantren  Ar Raudhah 
Tais ( Wawancara  23 Agustus 2017) 
15H.  M Yusuf. Imam  Masjid Al-Ikhlas Kelurahan  Puguk  ( Wawancara 
24 Agustus 2017) 
zina siapapun dia mau anak pejabat atau  anak rakyat 
biasa maka  sanksi adat  harus  tetap  dilaksanakan, ke- 
mudian  harus  membuat efek jera supaya pelaku  lain 
yang belum  ketangkap mereka  segera  bertaubat dan 
tidak melakukan hal serupa.” 16 
Semakin  meningkatnya kenakalan pemuda pemu- 
di mendapat perhatian dari tokoh pemuda kecamatan 
seluma  Utara yang merasa  bahwa  para  pemuda saat 
ini sudah  banyak  yang meningkalkan budaya yang di- 
wariskan  oleh nenek  moyang  dahulu, dan  mengikuti 
budaya barat  seperti  yang  biasa  mereka  lihat di TV. 
Wawancara dengan salah  satu  tokoh  Pemuda beliau 
mengatakan bahwa: 
“Untuk saat ini kami melihat para pemuda sungguh 
sangat sedih banyak pemuda pemudi  yang pacaran 
kemudian melakukan hal-hal yang di larang dalam 
agama maupun norma-norma adat,  padahal ,mer- 
eka sudah mendapatkan teguran dari tokoh agama, 
namun mereka  masih  saja melakukan hal tersebut 
sepertinya mereka  ini korban  sinetron  yang tayang 
di TV sehinga  anak-anak muda  sekarang  khusus- 
nya yang ada  di sekitar saya mereka  menganggap 
berdua-duaan  ditempat yang  gelap  adalah suatu 
hal  yang  biasa  dan  sepertinya pengawasan  dari 
orang tua pun sangat lemah sehingga  banyak  yang 
melakukan pelanggaran secara  agama maupun 
secara  adat,  dalam  hal  ini wajar  jika tokoh  adat 
dan  tokoh  agama melakukan sanksi  adat  berupa 
denda, pengusiran dan  cuci kampung jika mereka 
katahuan  melakukan berbuatan  asusila  sehingga 
diharapkan dapat memberikan efek jera.”17 
 
Wawancara dengan salah satu tokoh agama beliau 
mengatakan bahwa: 
“Zaman  sekarang  memang sudah  mendekati 
kiamat,  banyak  larangan yang  dilakukan  oleh  anak- 
anak   muda   zaman   sekarang   khususnya  di  seluma 
kalau  saya  perhatikan setiap  malam   minggu  anak- 
anak  muda   saling  berboncengan dengan pacarnya 
terus  mereka   nongkrong  di  jembatan  atau   tempat 
sepi.  Untuk  hal  tersebut   saya  selaku  tokoh  agama 
merasa  sedih,  namun Alhamdulillah  dengan adanya 
sanksi yang  telah  diberikan  oleh  tokoh  adat  dan  to- 
koh agama Alhamdulillah  sedikit berkurang. Adanya 
cuci kampung, di arak atau di usir ke luar daerah bagi 
yang menolak  cuci kampung maka  paling tidak mer- 
eka agak jera dan berpikir ulang untuk melakukan hal 
demikian.  Saya  ucapkan terimakasih  kepada pengu- 




16Jalaludin. Ketua  Lembaga  Adat Kelurahan  Puguk  ( Wawancara  24 
Agustus 2017) 
17Supriadi  Hartoyo.  Tokoh Pemuda Kecamatan  Seluma Utara.(wawan- 
cara 28 Agustus 2017) 
18Ramadhan. Tokoh Agama Kecamatan  Seluma  Utara.(wawancara 27 
Agustus 2017)
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Tanggapan tentang  pelaksanaan cuci kampong 
disampaikan oleh  ketua MUI kec.seluma utara  beliau 
mengatakan bahwa: 
“Saya  sempat  beberapa kali di undang oleh ketua 
adat  seluma  utara  untuk  menghadiri kegiatan  cuci 
kampung karena   ada  sepasang pemuda pemudi 
yang  tertangkap tanggan   saat  berduan di  dalam 
rumah, kemudian mereka  dikenakan sangksi  cuci 
kampung dengan membayar denda 1 ekor kamb- 
ing dan  uang  500  ribu.  Namun  dari  acara  terse- 
but saya  lihat masih  kurang  efektip karena  kedua 
orang tua mereka tidak hadir seharusnya orang tua 
dari kedua  belak pihak hadir.”19 
 
Dari beberapa wawancara di atas dapat disimpul- 
kan bahwa:  dengan adanya hukuman yang diberikan 
oleh pengurus adat  dan  tokoh Agama setidaknya  da- 
pat  mengurangi asusila  yang  ada  di Kecamatan Se- 
luma Utara. Adapun  ketentuan sangksi yang diberika 
yaitu jika keduanya ketangkap dalam  melakukan per- 
buatan zina maka mereka dikenakan denda menyem- 
belih  1  ekor  kambing   untuk  acara   cuci  kampung, 
setelah  itu mereka  akan  diarak  keliling kampung dan 
akan   dinikahkan  jika  keduanya  masih   bujang   ga- 
dis.  Namun  jika di lakukan  oleh  orang  yang  sudah 
berkeluarga maka mereka  kena sanksi cuci kampong, 
denda adat  dan  denda kepada suami/istri  yag  ber- 
zina. Dengan  adanya sanksi cuci kampung dan  arak 
keliling kampung para pemuda atau orang yang akan 
melakukan perbuatan zina akan berpikir panjang dan 
tidak jadi melakukan perbuatan tersebut. 
 
2. Tujuan  Hukum Adat 
Untuk mengetahui tujuan hukum  adat yang ada di 
Seluma  Utara maka penulis mewawancarai beberapa 
orang  di antaranya: 
Wawancara dengan H.  Bustan  Dail mengatakan 
bahwa: 
Kami  beserta   pengurus  adat   dan   tokoh  agama 
selalu  berusaha ingin  menjadikan warga  seluma 
utara  bebas  dari  asusila untuk itu dibuat  beberapa 
cara   diantaranya  dengan  mengaktifkan hukum 
adat  di daerah seluma  utara.  Tujuan  hukum  adat 
adalah untuk  membuat efek jera bagi pelaku  dan 
bagi  yang  lain  yang  akan  melakukan perbuatan 
zina tidak berani  dan  akan  berpikir seribu kali un- 
tuk melakukan perbuatan zina tersebut. 
 
Wawancara dengan bapak Maulidi Rahman  bahwa: 
Tujuan   dilaksanakannya  hukum   adat   tidak  lain 
adalah untuk  menyelamatkan muka  bumi  ini kar- 
na menurut saya bukan  hanya  kecamatan Seluma 
Utara  tapi  se Indonesia jika kita pengen merasa- 
kan  Negara  yang  makmur  maka  jauhi  zina karna 
jika disuatu  kampung ada perzinahan maka bukan 
kampung itu  saja  yang  terkena   imbasnya maka 
bisa seluruh  Indonesia terkena  imbasnya. Dengan 
adanya hukum adat yang diterapkan oleh pengurus 
adat  dan  tokoh  agama maka  saya peribadi  sangat 
mendukung agar  kegiatan  dan  program ini dapat 
berjalan  terus sampai  anak cucung kita nanti. 
 
Wawancara dengan  bapak   H. Bustan Dail menga- 
takan bahwa: 20 
Bahwa kalau saya pribadi memang untuk masalah 
hukuman yang diberikan  oleh pengurus adat untuk 
mengatasi atau  mengurangi perzinaan yang ada  di 
seluma  utara  karna  yang  terjadi  untuk  akhir-akhir 
ini tidak hanya  bujang  gadis yang melakukan per- 
zinaan  tapi juga dilakukan  oleh orang  yang sudah 
menikah   mereka  banyak   melakukan  perselingku- 
han  untuk  itu setidaknya  dengan adanya atauran 
adat  tersebut  setidaknya  dapat  mengurangi perzi- 
naan  yang ada di seluma  Utara. 
 
Hal lain juga dikatakan oleh bapak Rahman bahwa 
tujuan  hukum  adat  ini di terapkan di Kecamatan Se- 
luma  Utara  antara lain untuk  mengurangi perbuatan 
zina, membuat para  pelaku jera sehingga  tidak berani 
lagi  melakukan perbuatan  yang  melanggar   hukum 
agama dan  hukum  adat  yang  kami  buat.  Selain  itu 
juga bertujuan menyelamatkan gererasi muda  agar 
mereka  paham bahwa  perbuatan zina adalah perbua- 
tan yang dapat merugikan  diri sendiri dan keluarga. 
Dari hasil wawancara di atas  dapat penulis 
simpulkan  bahwa   tujuan  dilakukannya hukum  adat 
adalah untuk  mengurai perbuatan zina yang  dilaku- 
kan  baik  orang  orang  yang  masih  bjang  gadis  atau- 
pun  sudah  menikah, selain  itu juga  bertujuan untuk 
mencegah terjadi lagi perbuatan zina karna dengan di 
hukum  secara  adat  tentu  pelaku  dan  keluarga  akan 
merasa  malu  sehingga  mereka  lebih  berhati-hati da- 
lam menjaga anggota keluarganya 
 
3.  Persamaan  dan Perbedaan 
1.  Adanya Hukuman 
Untuk  mengetahui hukuman yang  diberikan  oleh 
pengurus adat  maka  penulis langsung  mewawancarai 
yang bersangkutan: 
Wawancara dengan H.Bustan  Dail mengatakan 
bahwa   orang  yang  bertempat tinggal  di  kabupaten 
seluma  seharusnya sudah  paham tentang  hukuman 
jika melakukan perbuatan asusial atau  perbuatan zina 
khususnya yang menjadi  tanggung  jawab saya adalah
 
19Maulidi Rahman.  Ketua MUI Kecamatan  Seluma  Utara.(wawancara. 
September  2017) 
20H. Bustan Dail. Mantan Ketua BMA Kabupaten  Seluma ( Wawancara 
September  2017




Seluma  Utara,  masyarakat sudah  sepakat  secara  ber- 
sama  jika ada  salah satu warga yang melakukan per- 
buatan zina maka  hukumannya diantaranya adalah 
cuci kampung dengan memotong satu ekor kambing, 
denda uang  500  ribu dan  akan  diarak  keliling kam- 
pung,  agar membuat pelaku  jera melakukan perbua- 
tan zina. 
 
2. Perbedaan Hukuman 
Tentu  hukum  adat  yang  diberikan  oleh  pengurus 
adat  dan  tokoh  agama di Kecamatan Seluma  Utara 
ada  perbedaan dengan hukuaman yang diberikan  di 
dalam Islam, namun hal ini bisa kita maklumi karna di 
Negara  kita bukan  Negara  Islam akan  tetapi  Negara 
Pancasila. 
Wawancara dengan salah satu tokoh agama men- 
gatakan bahwa:  tentu  ada  perbedaan dalam  melak- 
sanakan hukuman bagi pelaku  zina jika dalam  Islam 
maka  harus  di Dera  dan  di rajam  akan  tetapi  dalam 
hukum  adat  hanya  dilakukan  cuci kampung, denda 
dan  di arak  keliling kampung, saya  piker  hukuman 
tersebut  bisa  mewakili  supaya pelaku  zina  jera  dan 
warga  lain yang akan  melakukannya takut dan  tidak 
jadi melakukan perbuatan zina. 
Dari hasil wawancara di atas penulis dapat meny- 
impulkan  bahwa  perbedaan hukuman anatara huku- 
man  yang diberikan  dalam  hukum  Islam dan  hukum 
adat  yang ada  di Kecamatan Seluma  utara  sangatlah 
berbeda di Kabupaten Seluma  jika ada yang melaku- 
kan zina maka dia akan dikenakan hukuman cuci 
kampung, denda dan  di araka  keliling kampung, se- 
dangkan dalam Islam jika ada pelaku zina maka harus 
di rajam  dan  did era  100  kali kemudian di asingkan 
dari perkampungan. 
 
4. Faktor   yang   mendukung  dan   penghambat 
terlaksanya sanksi adat  di  Kecamatan Se- 
luma  utara 
Untuk melihat faktor pendukung terlaksanya saksi 
adat  yang diberikan  diantaranya. 
Wawancara dengan  ketua adat Seluma utara men- 
gatakan bahwa 
Kami  sangat   mendukung dengan  diadakannya 
saksi yang diberikan  kepada pelaku  yang melaku- 
kan zina kami menerapka saksi tanpa  tebang  pilih 
dia siapa,  ketika ada warga yang tertangkap maka 
harus dikenakan sanksi yaitu melakukan cuci kam- 
pung dan  bayar  denda. Dari beberapa kasus keja- 
dian yang di alami oleh beberapa warga Kecama- 
tan Seluma Utara Alhamdulillah semua pengurus 
adat,  tokoh  agama, tokoh  masyarakat dan  warga 
saling mendukung adanya sanksi  yang  diberikan 
kepada pelaku zina. 
 
Hal lain juga  diungkapkan oleh  salah  satu  tokoh 
agama bahwah: factor  pendukung dilaksanakannya 
sanksi  bagi  pelaku  zina di Kecamatan Seluma  utara 
adalah  dengan  adanya  peraturan  daerah  tentang 
saksi bagi pelaku  zina, kemudian di tambah dengan 
kesepakatan perangkat desa  masing-masing di Keca- 
matan  Seluma  Utara. 
Adapun  faktor  penghambat untuk  melaksanakan 
saksi adat  di Seluma  utara 
Wawancara dengan  pengurus  adat bahwa: 
Ketika ada  warga  yang  merasa  kaya  atau  merasa 
keturunan bangsawan maka  mereka  enggan   ke- 
tika  disuruh   melaksanakan  cuci  kampung  mer- 
eka  hanya  membayar denda, terkadang ini yang 
menjadi  masalah, namun kami dan  tokoh  agama 
sepakat  tidak ada  pilih kasih terhadapt siapapun. 
Sanksi harus ditegakkan agar semua  berjalan  den- 
gan baik dan  tidak adalagi  orang  yang melakukan 
perzinaan di Kecamatan Seluma  Utara. 
 
Hal lain juga  dikatakan oleh  tokoh  agama  Keca- 
matan  Seluma  Utara bahwa: 
Faktor yang menghambat pelaksanaan sanksi adat 
yang  dilakukan  oleh  pengurus adat  adalah terka- 
dang pelaku melarikan  diri, namuan dari beberapa 
kejadian  tidak  ada  hambatan dalam  melaksana- 
kan  hukuman bagi  yang  tertangkap  melakukan 
perbuatan zina di Kecamatan Seluma  utara. 
Terkhusus  jika pelaku  biasa tergolong  orang  bang- 
sawan  maka  agak  kesulitan  dalam  melaksankan 
cuci kampung karna biasanya pihak keluarga akan 
berusaha menutupi kesalahan atau  mereka  hanya 
membayar denda namun pelaku tidak hadir dalam 
acara  ritual adat  tersebut. 
 
Dari wawancara di atas dapat penulis tarik kesim- 
pulan bahwa  factor yang menjadi  penghambat dalam 
melaksanakan hukuman bagi pelaku zina di Kecama- 
tan Seluma  Utara,  secara  garis besar  tidak ada  ham- 
batan  hanya  ada beberapa hambatan kecil dan jarang 
terjadi. 
 
5.  Analisa sanksi perzinaan hukum adat  di Ke- 
camatan Seluma Utara  menurut perspektif 
hukum islam 
Dalam hukum  adat  Kecamatan Seluma  Utara, 
keberadaan  pasangan  yang   berzina   sangat   diten- 
tang.  Perbuatan tercela  tersebut  dianggap menyalai 
norma-norma yang ada khususnya norma  kesopanan 
dan kesusilaan.  Pada  hukum  adat  Kecamatan seluma 
utara  sendiri  dikenal  sebagai  daerah atau  suku yang 
sangat  tegas dalam  memberikan sanksi sehingga  ses- 
eorang  yang melanggar  peraturan harus  berpikir dua 
kali lipat. Begitu pun dengan perbuatan zina, adanya 
perbuatan zina  yang  terjadi  di  Kecamatan Seluma 
Utara  akan  dikenai  sanksi adat  yang  bersumber dari




kitab  simbur  cahayo, akan  tetapi  sanksi  adat  yang 
terlaksana di masyarakat sedikit ada  perbedaan ber- 
dasarkan pengamatan penulis  pada  salah  satu  kasus 
perzinahan di Kecamatan Seluma  Utara  apabila  ada 
yang melakukan praktik zina di daerah teritorial mer- 
eka maka  langkah  yang  pasti akan  ditempuh adalah 
cuci kampung. 
Cuci kampung di kecamatan seluma  utara  saat ini 
mengalami sedikit perubahan tidak lagi menyediakan 
nasi kuning  sejambar dan  sejumlah  uang,  hal ini ter- 
jadi karena  adanya pelaku  zina tidak mampu untuk 
membayar denda tersebut  ada  juga yang pada  awal- 
nya sanggup  untuk meninggalkan kampung halaman 
akan tetapi kembali kekampungnya karena tidak sang- 
gup bertahan hidup dirantau kembali kekampung dan 
menyanggupi pelaksanaan cuci kampung yang  telah 
menjadi  tradisi di Kecamatan Seluma  Utara.  adapun 
pelaksanaan cuci kampung yang  dilaksanakan seka- 
rang ini dengan cara memotong 1 ekor kambing irang 
(hitam belang putih) kalau dulu yang memasak kamb- 
ing  adalah orang  yang  melakukan perbuatan  zina, 
namun sekarang  yang  memasak dibantu  pihak  kelu- 
arga, setelah  memasak maka pelaku zina akan diarak 
keliling kampung dengan membawa Tepung  Setawar 
yang berisi: 
1.  Juang  merah 
2.  Sedingin 
3.  Buluh repas (bambu repas) 
4.  Darah  kambing 
Yang  dimasukkan  kedalam  suatu   tempat   yang 
mana  nantinya tepung  setawar  yang  di bawa  akan 
di percikkan  sepanjang jalan yang dilalui oleh pelaku 
zina,  pelaksanaan arak  keliling kampung di  pimpin 
oleh ketua  adat  dengan di saksikan oleh pemerintah, 
tokoh  agama dan  masyarakat, setelah  selesai prosesi 
arak keliling kampung maka kembali kerumah pelaku 
dilanjutkan dengan  menghidangkan  kambing   yang 
telah  dimasak  pada  proses  penjamuaan ini dipimpin 
oleh  ketua  adat  yang  diawali  dengan nasehat teru- 
tama  untuk  pelaku  agar  tidak mengulangi perbuatan 
zina  dimasa   mendatang  dan   diakhiri  dengan  do’a 
yang  dipimpin  oleh  tokoh  agama/imam yang  mana 
do’a yang dibacakan memohon agar dihilangkan  dari 
bala akibat perbuatan zina yang telah dilakukan  oleh 
pelaku zina.21 
Menurut Hukum  Adat  di kecamatan seluma  utara 
pelaku  perzinaan harus  diberi sanksi yang berat  han- 
ya saja lebih bersifat kekeluargaan yang berdasarkan 
pada  musyawarah atau  mufakat  kedua  belah  pihak 
yang berupa sanksi sosial. Bagi pelaku  zina Bagi bu- 





21Anwar.M.  Ketua  BMA Kecamatan    Seluma  Utara  ( Wawancara   19 
Agustus 2017) 
gan  memotong kambing,  kenduri  (sedekah), tengah 
laman  (dihalaman rumah)  nasi kunyit sejambar, uang 
sejumlah  Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke- 
pada  kas lumbago  adat,  Bagi yang  mena  gawe (ber- 
zina) bersama muhrim  dapat dikenokan dendo adat 
berupa ditundung keluagh  dusun  (diusir/diasingkan), 
membasuh dusun  dengan memotong kambing,  kend- 
uri (sedekah) tengah  laman,  jambar  nasi kunyit tutup 
palak kambing,  uang  sejumlah  Rp. 1.000.000,- (Satu 
Juta  Rupiah)  yang  dibayarkan kepada kas lumbago 
adat.  Bagi yang melakukan mena  gawe sesama  jenis 
dapat dikenakan dendo adat  yaitu permintaan maaf 
terhadap dusun  ditempat melakukan perbuatan zina, 
jambar  nasi kunyit dan  uang  sejumlah  Rp. 100.000,- 
(Seratus  Ribu Rupiah)  diberikan  kepada kas lumbago 
adat.  Bagi yang melakukan mena  gawe besama istri/ 
suami   orang   dapat  dikenakan dendo  adat   berupa 
mbasua dusun  (cuci kampong) dan atau  diusir/ 
diasingkan, memotong kambing,  nasi kunyit betutup 
palak  kambing,  dendo kepada istri/suami  yang  ber- 
zina uang  sejumlah  Rp. 5.000.000,- (Lima  Juta  Ru- 
piah) serta uang Sejumlah  Rp. 500.000,- (Lima Ratus 
Ribu) kepada kas lumbago  adat.  Bagi yang  melaku- 
kan  mena   gawe  keduanya  sudah   beristri/bersuami 
dapat dikenakan dendo adat  berupa mbasua dusun 
(cuci  kampung) dan  atau  diusir/diasingkan, memo- 
tong  kambing,   nasi  kunyit  betutup   palak  kambing, 
dendo kepada istri/suami yang berzina uang sejumlah 
Rp.  5.000.000,- (Lima  Juta  Rupiah)  serta  uang  Se- 
jumlah  Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu) kepada kas 
lumbago  adat. Dalam hal seseorang membuka tempat 
mena  gawe atau disebut tempat  prostitusi, maka yang 
bersangkutan harus  diusir dari  wilayah  tana  serawai 
dan tempat  prostitusinya harus dibakar.  Kemudian  di- 
adili oleh  Rajo  penghulu selain  itu dapat dikenakan 
dendo  adat   sebesar   Rp.  25.000.000,-  (Dua  Puluh 
Lima  Juta  Rupiah)  yang  digunakan untuk  kepentin- 
gan  pembangunan  desa/kelurahan melalui  lumbago 
adat  setempat. 
Pelaku   zina   Ghairu   Muhsan   (belum   menikah) 
maka  akan  diberikan  sanksi hukuman dera  sebanyak 
seratus  kali dan  hukuman pengasingan, sedangkan 
pelaku  Zina Muhsan  (sudah  menikah) akan  dikenai 
sanksi hukuman rajam sampai mati. Pemberian sanksi 
ini dilakukan  didepan masyarakat ramai  agar  mem- 
beritahukan bahwa  perihnya siksa dari dosa  zina se- 
hingga  masyarakat pun  tidak  akan  mengulangi hal 
yang sama  pula. 
Hukum Islam tidak memandang perzinaan sebagai 
delik aduan melainkan dipandang sebagai  dosa besar 
yang harus ditindak tanpa  menunggu pengaduan dari 
suami atau istri atau orang yang bersangkutan. Apabi- 
la persyaratan saksi telah dipenuhi maka hakim dapat 
memutuskan perkara  perzinaan tersebut.  Saksi dalam 
hal ini tidak menutupi kemungkinan dari suami  atau
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istri ataupun orang lain. Tetapi, zina dalam  hukum  Pi- 
dana  Islam dapat dibuktikan  dengan salah  satu  dari 
tiga macam  pembuktian, yaitu sebagai  berikut : 
1.    Pengakuan pelaku. Pengakuan tersebut dilakukan 
oleh  pelaku   zina  sebanyak empat   kali  dengan 
pengakuan yang  jelas  dan  terang,  dan  ia  tidak 
menarik  kembali pengakuannya sampai  dilak- 
sanakan had  kepadanya. Jika  ia  menarik  pen- 
gakuannya atau  melarikan  diri, sementara tidak 
ada  cara  lain  untuk  membuktikannya, maka  ia 
dibiarkan  (tidak dijatuhi hukuman had). 
2.    Kesaksian  empat  orang  saksi yang  adil.  Jumlah 
empat  orang  merupakan suatu  ketentuan yang 
bersifat  mutlak.  Hakim  tidak  bisa  memberikan 
had  zina manakala hanya  berdasarkan kesaksian 
tiga orang  saja.  Akan tetapi,  hakim  dapat men- 
jatuhkan sanksi  had  zina jika pelaku  mengakui, 
meskipun  saksi hanya  satu  atau  dua  orang  saja. 
Had tersebut  ditetapkan bukan  karena  saksi, me- 
lainkan  karena   pengakuan pelaku.  Jika  pelaku 
tidak mengakuinya, maka hakim hanya  bisa 
memberikan  had   zina   berdasarkan   kesaksian 
yang tidak kurang dari empat  orang laki-laki yang 
adil. 
3.    Hamil.  Seorang  wanita   bisa  dijatuhi  hukuman 
had  zina manakala terlihat  kehamilannya diper- 
utnya,  sedangkan ia belum atau  tidak sedang  be- 
rada  dalam  ikatan  pernikahan, dan  ia tidak bisa 
mendatangkan bukti yang  bisa  menghapus had 
darinya.  Apabila  wanita  tersebut  mampu meng- 
hadirkan alasan yang dapat menghapus had zina, 
maka   had   tidak   akan   dijatuhkan kepadanya. 
Alasan-alasan tersebut  bisa berupa ia hamil  kar- 
ena  diperkosa, atau  dipaksa  dengan ancaman. 
Atau ia digauli karena  salah sasaran, atau ia tidak 
mengetahui keharaman zina.22 
 
Begitupun   halnya   di  Hukum   Adat.   Siapa   saja 
yang  turut menentang peraturan hukum,  harus  turut 
melakukan usaha  yang diwajibkan untuk memulihkan 
kembali keseimbangan hukum. 
Hukum  adat  di kecamatan seluma  utara  tidak ses- 
uai dengan hukum  Islam. Hukum  Islam cakupannya 
lebih luas dan  spesifik dibandingkan dengan hukum 
adat di kecamatan seluma utara,  dalam  hal perzinaan 
ini cakupannya masuk pada  hal dosa,  sedangkan hu- 
kum adat berkaitan  dengan sanksi adat dan gejala so- 
sial yang ada  pada  masyarakat setempat. Pada  setiap 
daerah adat  pun  berbeda-beda pula  setiap  wilayah- 
nya.  Dengan  demikian,  adat  memiliki otoritas  sanksi 
tergantung kesepakatan adat  setempat yang berlaku. 
Berbeda  dengan  hukum   islam  yang   berlaku   bagi 
 
 
22Asadulloh Al Faruk, Hukum Pidana  Dalam Sistem Hukum Islam. (Bo- 
gor, Ghalia Indonesia,2009), h.27 
umat muslim keseluruhan. Dalam hal ini, hukum  adat 
di kecamatan seluma  utara  yang tidak sesuai dengan 
hukum  Islam  tidak  bisa  dipaksakan, mengingat   pe- 
rubahan hukum  terjadi apabila  situasi dan kondisinya 
berbeda. Dalam  hal ini hukum  islam pun  tidak bisa 
diterapkan begitu saja mengingat  masyarakat adat  di 
kecamatan seluma utara mayoritas  yang beragama Is- 
lam dan  tentunya tidak bisa diterima  secara  langsung 
oleh masyarakat karena  ajaran-ajaran terdahulu oleh 
leluhur mereka yang bukan berkeyakinan muslim me- 
lainkan percaya  pada  roh-roh  terdahulu. 
 
Pembahasan 
1. Ketentuan sanksi adat   bagi   pelaku zina  di 
kecamatan Seluma Utara   dalam pandangan 
hukum Islam 
Ritual Cuci Kampung  yang dilaksanakan oleh Se- 
bagian  daerah yang  ada  di Indonesia dimaksudkan 
untuk membersihkan kampung dari kotoran  atau hal- 
hal  yang  bersifat  merusak  dan  bersumber dari  peri- 
laku manusia yang berdiam  di dalamnya. Sementara 
bagi warga Seluma  yang berada di wilayah  Kecama- 
tan Seluma  Utara, Kabupaten Seluma,  Provinsi Beng- 
kulu,  ritual cuci kampung adalah jalan  keluar  untuk 
membersihkannya dengan harapan musibah itu tidak 
terjadi lagi. Bukan  hanya  di Provinsi Bengkulu,  ritual 
cuci kampung telah menjadi  upacara rutin di bebera- 
pa daerah lainnya.  Sulit untuk  ditelusuri  secara  pasti 
awal  mula  pelaksanaan ritual  cuci  kampung seba- 
gaimana pada  konteks  kekinian  dilaksanakan dalam 
kehidupan masyarakat. 
Sangksi  yang  di berikan  oleh  pengurus adat  dan 
ulama  yang  berada di Seluma  utara  adalah sebagai 
berikut: 
1) Pelaku  zina harus  melakukan cuci kampung den- 
gan membeli  satu  ekor kambing  untuk  acara  cuci 
kampung tersebut. 
2) Pengusiran, ketika pelaku  sudah  terbukti  melaku- 
kan perbuatan zina dan  pelaku  tidak mau  mengi- 
kuti ritual cuci kampung maka pelaku harus di usir 
keluar dari daerah Seluma  Utara 
3) Pelaku zina juga akan di arak keliling kampung 
4) Pelaku  zina akan  dikenakan denda jika pelaku  su- 
dah berkeluarga. 
 
2.  Tinjauan hukum Islam terhadap Sanksi Adat 
tindak pidana  zina   di  Kecamatan Seluma 
Utara  dalam pandangan Hukum Islam 
Zina dibagi menjadi  dua kategori, yaitu: 
a)        Zina mukhshon ϦμΤϣ Ύϧί 
Zina  mukhshon yaitu  zina  yang  dilakukan 
orang   yang  pernah  terikat  tali  ikatan   perkawinan, 
artinya  yang  dilakukan  baik suami,  isteri, duda  atau 
janda.  Hukuman (had)  bagi  pelaku  zina mukhshon, 
yaitu  dirajam   atau   dilempari   batu  sampai   ia  mati.




Rasulullah   saw  menanyakan  kepada  seorang   laki- 
laki yang  mengaku berzina,”Apakah engkau  seorang 
muhshon (sudah menikah)?  Orang itu menjawab,’Ya’. 
Kemudian  Nabi bersabda lagi,’Bawalah orang ini dan 
rajamlah’.”  (HR Bukhori Muslim) 
 
b)       Zina ghairu mukhshon ϦμΤϣ ήϴϏ Ύϧί 
Zina  ghairu  mukhson yaitu  zina  yang  dilakukan 
orang  yang  belum  pernah menikah. Had  (hukuman) 
bagi pelaku  zina ghairu Mukhson di jilid atau  di cam- 
buk  sebanyak 100  kali dan  dibuang  ke daerah  lain 
selama  1 tahun. 
 
Dari beberapa hasil penelitian  di atas  bahwa  Tin- 
jauan  hukum  Islam terhadap Sanksi  Adat  tindak  pi- 
dana  zina di Kecamatan Seluma  Utara dalam pandan- 
gan Hukum  Islam 
a)    Belum masuk dalam  Islam 
b)    Sanksi yang diberikan  hanya  cuci kampung tidak 
di rajam 
c)    Sangksi  yang  di berikan  hanya  membuat pelaku 
jera. 
Untuk  melihat  lebih  jelas tentang  bagaimana tin- 
jauan  hukum  Islam  terhadap sanksi  adat  tindak  pi- 
dana  zina yang  di lakukan  oleh  masyarakat Seluma 
utara  peneliti  mewawancara beberapa tokoh  agama 
di  antaranya   wawancara dengan salah  satu  tokoh 
agama beliau mengatakan bahwa:23 
Menurut   saya  hukum   Islam  lebih  adil  jika  ada 
pelaku zina maka di rajam sebagai hukumannya, 
dikarnakan kita  bukan  Negara  Islam  jadi  kita  tidak 
bisa  menerapkan hukum  tersebut  di  Indonesia tapi 
kalau  kyak  di  Negara   Saudi  mereka  jika ada  yang 
melakukan pelanggaran maka  hukum  Islam di terap- 
kan  misalnya  jika  ada  orang  yang  melakukan  zina 
maka  dia  akan  di rajam  dan  di lempari  bati  sampai 
mati jika mereka  sudah  menikah  dan  jika belum mer- 
eka di cambuk  100 kali kemudian di asingkan  atau  di 
buang  ke daerah lain. 
Hal serupa  juga dikatankan oleh bapak  jiman, be- 
liau mengungkapkan:24 
Untuk masalah hukuman atau  sanksi yang di beri- 
kan  di kabupaten Seluma  Utara  menurut ya  sah 
dan itu juga merujuk kepada hukuman yang ada di 
Islam namun belum  sebanding dengan hukuman 
yang  ada  di Islam hukum  cambuk  misalnya  atau 
rajam   di  sini  hanya   bagaimana  perbuatan  zina 
yang terjadi di Seluma  utara  tidak semakin banyak 
mereka  jera dengan hukuman cuci kampung dan 
arak keliling kampung. Itu saja masih banyak  yang 
malakukan perbuatan asusila. 
 
23Nohadi Hermansyah. Ketua  MUI Kabupaten  Seluma.  ( Wawancara 
bulan September  2017) 
24Bustanul.   Tokoh     Agama  Seluma  Utara.  (Wawancara,   September 
2017) 
Informan  lain juga mengatakan bahwa  kalau saya 
pribadi memang untuk masalah hukuman yang diber- 
ikan oleh  pengurus adat  untuk  mengatasi atau  men- 
gurangi  perzinaan yang  ada  di  seluma  utara  karna 
yang terjadi untuk  akhir-akhir  ini tidak hanya  bujang 
gadis  yang  melakukan  perzinaan  tapi  juga  dilaku- 
kan oleh orang  yang sudah  menikah  mereka  banyak 
melakukan perselingkuhan untuk  itu setidaknya  den- 
gan  adanya atauran adat  tersebut  setidaknya  dapat 
mengurangi perzinaan yang ada di seluma  Utara. 
 
Dari hasil  wawancara  di  atas  dapat  disimpulkan 
bahwa: 
Sangksi  yang  telah  diberikan  oleh  pengurus adat 
dan  para  alim ulama  yang ada  di Kecamatan Seluma 
barat  mereka  sadar  akan  hukuman yang sebenarnya 
dalam Islam, Namun  tidaklah mungkin untuk di terap- 
kan di Kecamatan Seluma  Utara, karena  hukuman itu 
berlaku di Negara Islam. Karena tidak mungkin di- 
laksanakannya hukum  secara  Islam Maka  kami  ber- 
insiatif membuat peraturan yang  mudah. Hukuman 
tersebut  bisa  membuat pelakunya jera  dianataranya 
hukumanya adalah cuci kampung, diarak  keliling 
kampung dan pengusiran. 
 
Kesimpulan 
Sangksi  yang  di berikan  oleh  pengurus adat  dan 
ulama  yang  berada di Seluma  utara  adalah sebagai 
berikut: 
1)   Pelaku zina harus melakukan cuci kampung 
2)   Pengusiran, ketika pelaku  sudah  terbukti melaku- 
kan perbuatan zina maka  pelau  harus  di usir ke- 
luar dari daerah Seluma  Utara 
3)   Pelaku   zina  juga   akan   dikenakan  Denda   jika 
pelaku melarikan  diri 
4)   Pelaku zina juga akan di arak keliling kampung 
Dari beberapa hasil penelitian  di atas  bahwa  Tin- 
jauan  hukum  Islam terhadap Sanksi  Adat  tindak  pi- 
dana  zina di Kecamatan Seluma Utara dalam pandan- 
gan Hukum  Islam 
1)   Belum masuk dalam   Hukum  Islam 
2)   Sanksi yang diberikan  hanya  cuci kampung tidak 
di rajam 
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